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¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain g ge
= Fa’ f ef
3 Qaf q qi
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C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
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L ditulis jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

Ll Y Al S ditulis karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulis t

hdll 518 ditulis zakatul figri

D. Vokal Pendek
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Dammah + wawumati ditulis i
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
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ditulis

au
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all ditulis a’antum
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a5 S oAl ditulis la’insyakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
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ABSTRAK

Pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian pada 22 November 2017Perppu
tersebut ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pemerintah
menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif
untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang
menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penerapan asas contrarius actus
dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 meniadakan prosedur peradilan dalam
pembubaran ormas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas
contrarius actus dalam pembubaran ormas dan tinjauan maslakah mursalah
terhadap asas contrarius actus dalam pembubaran ormas.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (library research), bersifat
preskriptif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh data penelitian dengan
mentelaah berbagai literatur peraturan perundangan, buku/kitab ushul fikih, serta
literatur lain yang terkait pokok masalah penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan
laporan penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan metode deskriptif-
analitis yang diawali dengan sistematika data melalui seleksi data, klasifikasi data,
dan penyajian data secara deskriptif. Data-data yang telah tersusun dianalisis
menggunakan teori maslakah mursalah dengan metode berpikir deduktif.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas contrarius
actus dalam pembubaran ormas bukan hanya terdapat dalam Perppu Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi secara prinsipil UU Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menerapkan asas contrarius actus
karena wewenang untuk mencabut status badan hukum ormas berada dalam
kewenangan pemerintah tetapi disertai asas due process of law melalui proses
peradilan. Adapun penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran organisasi
kemasyarakatan versi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi kewenangan mutlak
pemerintah tanpa disertai proses peradilan. Dari perspektif teori maslakah
mursalah menunjukkan bahwa penerapan asas contrarius actus dengan disertai
asas due process of law melalui proses peradilan untuk membubarkan Ormas
dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih maslahat daripada penerapan asas
contrarius actus tanpa disertai asas due process of law dalam Perppu Nomor 2
Tahun 2017.

Kata Kunci: undang-undang, perppu, pembubaran ormas, contrarius actus, due
process of law, maslakah mursalah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." Dalam hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu.) sederajat dengan Undang-Undang,
tetapi Perppu hanya bisa ditetapkan oleh pemerintah jika negara dalam
kondisi darurat.? UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyatakan :”Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dengan demikian Perppu.
Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memiliki secara hukum memiliki kekuatan
mengikat yang setara dengan undang-undang, meski dalam penetapannya
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

sebagaimana undang-undang.

! Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, “Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota
dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No0.2/2017”, http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-
sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/. diakses pada 10
Januari 2018.

2 Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia,” Padjajaran Jurnal llmu Hukum, Volume 4 Nomor 2
Tahun 2017, him. 284.


http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/
http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/

Banyak ketentuan baru dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, mulai dari
pengertian tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), larangan-larangan,
hingga sanksi terhadap Ormas maupun anggota dan/atau pengurus Ormas.
Perppu No.2 Tahun 2017 juga menghapuskan sejumlah ketentuan dalam UU
No. 17 Tahun 2013 mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 80, Pasal 81, dan
menambahkan Pasal 80A, 82A, dan Pasal 83A.°

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk
mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi
serta prosedur hukum yang ada. Salah satu alasan utamanya yaitu tidak
terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus yaitu asas hukum
bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan
adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau
membatalkannya.* Salah satu pertimbangan ditetapkannya Perppu. No.2
Tahun 2017 tercantum dalam konsiderannya:

Menimbang: ... (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus

sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi
kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan

® Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, “Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota
dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No0.2/2017”, http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-
sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/. diakses pada 10
Januari 2018.

* Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 20177, him. 283.


http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/
http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Dari konsideran tersebut Pemerintah menilai bahwa Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut
asas contrarius actus. Pengertian asas contrarius actus dalam hukum
administrasi negara adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis),
badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang
membatalkannya.’

Ormas secara legal berdiri setelah memperoleh surat keterangan
terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memperoleh
status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham). Dengan berpijak pada asas contrarius actus ini maka
Kemendagri memiliki kewenangan untuk mencabut surat keterangan terdaftar
dan Kemenkumham memiliki kewenangan untuk mencabut status badan
hukum suatu ormas.

Dalam materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan sebenarnya secara tersirat juga telah memuat
asas contrarius actus meskipun secara literal tidak mencantumkan frasa ‘asas
contrarius actus’. Muatan secara tersirat asas contrarius actus dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 misalnya pada Pasal 68 ayat (1) yang

menyatakan “Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi

® M. Lufti Hakim, “Contrarius Actus” dalam Majalah Konstitusi, No. 126, Edisi Agustus
2017, him. 78.



penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan
hukum.” Kemudian pada ayat (3) pasal tersebut juga menyatakan, “Sanksi
pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia.” Materi pasal tersebut secara esensial
menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah
menerapkan asas contrarius actus

Perbedaan utama terkait penerapan asas contrarius actus antara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perppu. Nomor 2 Tahun 2017
bukan sckedar pada pencantuman secara tertulis frase “asas contrarius
actus”, tetapi lebih pada mekanisme peradilan yang harus ditempuh sebagai
proses yuridis untuk membubarkan ormas. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sanksi pencabutan status badan
hukum suatu ormas dijatuhkan setelah ada putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) mengenai pembubaran ormas
berbadan hukum. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut
termasuk dalam rangkaian pasal-pasal yang memuat mekanisme peradilan
untuk pembubaran ormas yang dihapus dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017.
Dengan demikian Kemenkumham tidak membutuhkan legalitas yuridis
tentang putusan pembubaran ormas dari pengadilan untuk mencabut status

badan hukum sebuah ormas. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 80A Perppu.



Nomor 2 Tahun 2017, pencabutan status badan hukum ormas yang dilakukan
Kemenkumham sekaligus merupakan pembubaran ormas tersebut.

Penggunaan asas contrarius actus dalam pembubaran ormas menjadi
substansi yang mendapat kritik tajam karena pembubaran ormas dapat
dilakukan dengan mencabut status badan hukumnya. Padahal dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebelum diubah dengan Perppu. Nomor 2
Tahun 2017 pembubaran ormas tidak dapat langsung dilakukan melalui
pencabutan status badan hukum oleh pemerintah melainkan dengan putusan
pengadilan. Pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan dikhawatirkan akan
membuat pemerintah (eksekutif) terjebak pada praktik otoritarianisme seperti
yang dilakukan Orde Baru.® Penerapan asas contrarius actus ini berpotensi
memberikan ruang kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengawasi
maupun melakukan pembubaran Ormas yang dirasa tidak sejalan dengan
pemerintah.’

Penetapan Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 menimbulkan polemik di
masyarakat. Sejumlah ormas memohon pengujian perppu tersebut ke
Mahkamah Konstitusi. Salah satu argemuntasi pemohon uji materi adalah
berkenaan dengan penerapan asas contrarius actus yang meniadakan

prosedur pencabutan status badan hukum ormas melalui pengadilan.® Meski

® Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam
Perspekif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia”, Padjajaran Jurnal limu Hukum,
VVolume 4 Nomor 2 Tahun 2017, him. 255.

" Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 20177, him. 295.

8 M. Lufti Hakim, “Contrarius Actus”, hlm. 78.



masih timbul polemik dan sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi
pihak pemerintah tetap bersikukuh menggunakan Perppu tersebut sebagai
landasan pembubaran ormas. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan
ormas pertama yang dibubarkan dengan dasar hukum Perppu tersebut. HTI
tercatat sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Nomor Register AHU-
00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014 dan kemudian, dengan mengacu pada
Perppu Ormas, dicabut statusnya sebagai badan hukum dengan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.°

Pada tanggal 24 Oktober 2017 Perppu. Nomor 2 Tahun 2017
mendapat persetujuan dari DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang
setelah dibahas dalam Sidang Istimewa. Setelah memperoleh persetujuan dari
DPR kemudian Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
pada 22 November 2017. Dengan ditetapkannya Perppu. Nomor 2 Tahun
2017 tersebut sebagai undang-undang maka ketentuan-ketentuan didalamnya
bukan hanya diberlakukan dalam kondisi darurat sebagaimana alasan
penetapan Perppu, tetapi juga tetap berlaku dalam kondisi normal.

Penerapan asas contrarius actus dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017
sebagai dasar hukum pembubaran ormas oleh pemerintah tanpa proses

pengadilan ini menarik untuk ditelaah dengan menggunakan teori al-

*Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas”, him. 246.



maslahah al-mursalah. Penetapan Perppu Ormas yang kemudian
ditindaklanjuti penetapannya sebagai undang-undang merupakan produk dari
kebijakan pemerintah. Secara ideal kebijakan pemerintah seharusnya
berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat, bukan sekedar untuk
kepentingan sepihak dari rezim yang sedang berkuasa. Dengan demikian
menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan paradigma teori al-maslahah al-
mursalah yang dalam disiplin ushul fikih juga berorientasi pada
kemaslahatan publik (ummah). Bertolak dari uraian ini maka penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Tinjauan
Maslahah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran

Organisasi Kemasyarakatan.”

Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka pokok masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran
organisasi kemasyarakatan ?
2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap asas contrarius actus

dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan asas
contrarius actus dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tinjauan maslahah mursalah
terhadap asas contrarius actus dalam pembubarab organisasi
kemasyarakatan.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
keilmuan bagi pemikiran hukum tata negara, dan secara akademis
mempunyai signifikansi bagi penelitian lebih lanjut terutama tentang
kebijakan pemerintah terkait dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu

pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan tinjauan maslahah
mursalah terhadap asas contrarius actus dalam pembubaran ormas, dan
secara lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi pemerintah maupun dalam

mengambil kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan.



D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa
penelitian terdahulu yang secara teoritik berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian lim Fatimah tahun 2017 dalam Skripsi yang berjudul,
“Kebijakan Gubernur DIY Dalam Pemabngunan Bandara Baru di Kulon
Progo”.’® Penelitian ini mengkaji tentang dampak positif dan negatif
pembangunan bandara baru terhadap masyarakat Desa Glagah serta
pandangan fikih siyasah terhadap kebijakan Gubernur DIY dalam
pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis normatif. Analisis menggunakan teori kebijakan publik
dan teori fikih siyasah yang terfokus pada al-Maslahah al-Mursalah dengan
kaidah bahwa kemaslahatan itu harus kemaslahatan umat bukan untuk
kemaslahatan kelompok atau golongan tertentu. Hasil penelitian lim Fatimah
ini menunjukkan bahwa pembangunan bandara tersebut berpotensi positif
terhadap peningkatan perekonomian masyararakat yang ada di Kulon Progo
dan dari pembangunan tersebut diantaranya terdapat peningkatan pendapatan
daerah dan terbukanya lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatif yang
akan dirasakan yaitu akan banyaknya pengangguran dari sektor pertanian
karena lahan pertanian yang ada disana sudah diratakan dengan tanah

sedangkan kultur masyarakat setempat yang masih kental dengan pola

% Tim Fatimah, “Kebijakan Gubernur DIY Dalam Pemabngunan Bandara Baru di Kulon
Progo”, Skripsi, (Yogyakarta: Falultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2017), tidak diterbitkan.
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masyarakat agraris sehingga sangat sulit bagi masyarakat agraris untuk
berpindah pola ke industri ataupun ke pekerjaan lain.

Penelitian Qanitah Mustikasari Mahmudah tahun 2017 dalam Skripsi
yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi
Kemasyarakatan di Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten
(Perspektif Maslahah Mursalah)”.** Penelitian ini mengkaji tentang peran
pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, bagaimana
maslahah mursalah melihat peran pemerintah Desa tersebut, dan apa faktor
penghambat dan pendukung. Penelitian ini menggunakan teori maslahah
mursalah. Penelitian kualitatif ini mengambil lokasi penelitian di Desa
Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Pengumpulan data dilakukan
dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Duwet dalam
upaya meningkatkan ekonomi kemasyarakat sudah sejalan dengan Undang-
undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 18. Secara maslahah mursalah apa
yang dilakukan oleh pemerintah Desa Duwet sejalan dengan magasidu
syari’ah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga
keturunan, dan menjaga harta. Faktor penghambat dan faktor pendukung
dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Duwet. Faktor
penghambatnya di antara lain adalah banyak pemuda yang merantau dan

sebagian masyarakat yang individual dan tertutup sedangkan faktor

1 Qanitah Mustikasari Mahmudah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (Perspektif
Maslahah Mursalah)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), tidak diterbitkan.
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pendukungnya adalah masyarakat yang wellcome terhadap pemerintah desa
dan sumber daya alam berupa air yang melimpah.

Kedua penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang
akan penulis lakukan sebatas dalam hal teori yang digunakan yaitu al-
Maslahah al-Mursalah. Adapun dari segi kebijakan pemerintah yang dikaji
oleh penelitian diatas berbeda mengingat penulis bermaksud mengkaji tentang
asas contrarius actus dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan ditinjau
dari perspektif teori al-maslahah al-mursalah. Bertolak dari hal itu penulis

tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.*? Imam al-Ghazali
menyatakan bahwa maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak
kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’
yang harus dipelihara tersebut ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang
pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut maka
dinamakan maslahah, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan

yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’tersebut juga dinamakan

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008),
him.325.
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maslahah.'®* Maslahah merupakan tujuan dari syara’ (magashid as-syari’ah)
dari ditetapkannya hukum Islam yaitu jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafsadah
(menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).*

Asmawi mengutip pandangan Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa
berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi syara’ (syahadah al-
syar i), al-maslahah di bedakan menjadi tiga yaitu al-maslahah yang
mendapat ketegasan justifkasi syara’ terhadap penerimaannya (al-maslahah
al-mu ‘tabarah), al-maslahah yang mendapat ketegasan justifkasi syara’
terhadap penolakannya (al-maslahah al-mulgah) dan al-maslahah yang tidak
mendapat ketegasan justifkasi shar 7, baik terhadap penerimaannya maupun
penolakannya (al-maslahah al-mursalah).®® Dari pembagian tersebut dapat
diketahui bahwa maslahah mursalah merupakan salah satu teori dari konsep
maslahah dalam kajian ushul fikih.

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, definisi maslahah mursalah
adalah:

L&a gl g i ol Gl dalead) copdsal) #Oacal i ddlhall gl Ao el daliadll

L) sl jle) e e s i oy el clelia)

¥ Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta:Paramuda Advertising,
2008), him. 152-153.

 Hasbi As-Shiddigi,Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),
him. 171.

5 Asmawi, “Teori Al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-
Undang Anti Korupsi”, Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, him. 169.

6 Abdul Wahhab Khallaf, ‘fImu Ushul al-Figh, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-
Islamiyyah Sabab al-Azhar, t.t.), him. 84.
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Maslahah mursalah dalam istilah ushul fikih adalah maslahah di
mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkannya juga tidak
terdapat dalil syar’i yang menunjukkan atas pengakuannya atau penolakanya.
Senada dengan definisi tersebut Muhammad Mustafa az-Zuhaili
mendefinisikan maslahah mursalah sebagai berikut:

Ju aly dgiintl Sa e g )il Gaiy o) il dalad) & iz DUaaa¥) b dlu ) dalad)
Vg el e e 58 Ji

Maslahah mursalah secara istilah adalah kemaslahatan yang tidak ada
dasar nass syara’ terhadap penetapannya, dan tidak ada dalil secara syara’
yang menunjukkan pengakuan maupun penolakan.

Menurut Asmawi, al-maslahah dapat ditemukan dan diaplikasikan
melalui tiga cara yaitu pertama, melalui penerapan analisis jalb al-manaf‘ wa
dar’ al-mafasid; kedua, melalui penerapan metode/dalil syarak sekunder
seperti al-giyas, al-maslahah al-mursalah, sadd al-dhari‘ah, dan al-‘urf;
ketiga, melalui penerapan al-gawid ‘id al-fighiyyah (Islamic legal maxims).
Dalam konteks ini, upaya mengkualifkasi sesuatu sebagai al-maslahah harus
mengacu kepada parameter al-nass yang berupa garis-garis besar haluan al-
nass sehingga terhindar dari kesimpulan hukum yang kontradiktif dengan al-
nass.® Menurut pendapat penulis, model analisis maslahah yang diajukan
oleh Asmawi tersebut bersifat umum sehingga dapat juga diterpakan pada

analisis yang secara khusus menggunakan maslahah mursalah.

7 Muhammad Mustafa az-Zuhaili, al-Wajiz fi al-Ushul al-Figh al-Islami, (Damaskus:
Dar al khair, 2016), I1: 253.

18 Asmawi, “Teori Al-Maslahah dan Aplikasinya”, him. 169-170.
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Berdasarkan pada kerangka teoretik diatas, maka penelitian ini
menggunakan teori maslahah mursalah untuk menganalisis penerapan asas
contrarius actus dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dalam
Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, asas contrarius
actus menjadi landasan bagi pemerintah, dalam hal ini melalui keputusan
Kemenkumham, untuk mencabut izin dan sekaligus membubarkan ormas
tanpa melalui proses pengadilan.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.'® Berdasar pada logika hukum asas
contrarius actus, Kemenkumham sebagai pihak yang mengeluarkan izin
pendirian ormas maka juga berhak untuk mencabut izin tersebut. Sesuai Pasal
80A Perppu. Nomor 2 Tahun 2017, pencabutan status badan hukum ormas
yang dilakukan Kemenkumham sekaligus merupakan pembubaran ormas
tersebut. Pencabutan izin tersebut sekaligus pembubaran ormas. Asas
contrarius actus dalam pembubaran ormas tersebut dengan bingkai pikir
maslahah mursalah akan ditelaah dalam penelitian ini untuk diketahui

kesesuaian kemaslahatannya dengan magqashid as syari’ah.

9 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian pustaka
(library research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan sumber
data dari literatur-literatur kepustakaan. Literatur kepustakaan yang
menjadi sumber data dalam penelitian ini seperti kitab ushul fikih,
peraturan perundangan, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan
masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian tentang tujuan
hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep
hukum, dan norma-norma hukum.*

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode
penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau
data sekunder.”* Pendekatan yuridis normatif ini secara aplikatif
dilakukan untuk mengkaji penerapan asas contrarius actus dalam
peraturan perundangan untuk pembubaran ormas dengan menggunakan

teori ushul fikih yaitu al-maslahah al-mursalah.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 22.

ZISperjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), him. 13-14.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui studi
pustaka karena jenis penelitian ini adalah library research. Studi pustaka
dalam dilakukan untuk mempoleh data penelitian dengan mentelaah
berbagai literatur peraturan perundangan, buku/kitab ushul fikih, serta
literatur lain yang terkait seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian.

5. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-
analitis yang diawali dengan sistematika data melalui seleksi data,
klasifikasi data, dan penyajian data secara deskriptif. Data-data yang
telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian dianalisis
menggunakan teori al-maslahah al-mursalah dengan metode berpikir
deduktif, yaitu suatu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang
ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan
kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya
khusus.?® Tujuan dari analisis data tersebut untuk memperoleh

kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah penelitian ini.

“Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: CV. Mandar
Maju, Bandung, 2002), him. 23.



17

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini secara sistematis disusun dalam lima bab
sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang memuat tujuh sub bab yaitu
pertama, latar belakang masalah yang membahas tentang latar belakang dari
masalah yang akan diteliti; kedua, pokok masalah sebagai penegasan dari
masalah penelitian yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini;
ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat harapan atau cita-cita
yang ingin dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini;
ketiga, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur berkaitan
dengan masalah penelitian untuk membuktikan kelayakan dan orisinalitas
dari penelitian ini; keempat kerangka teoretik yang membahas tentang konsep
atau teori sebagai acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan
masalah penelitian; kelima, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara
yang digunakan dalam penelitian dan; keenam sistematika pembahasan yang
berisi penjelasan tentang struktur susunan pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua tentang tinjauan maslahah mursalah. Bab ini terdiri dari
empat sub bab yang meliputi konsep dasar maslahah mursalah, pandangan
ulama tentang maslahah mursalah, kedudukan maslahah mursalah dalam
hukum Islam, syarat penggunaan maslahah mursalah dan tujuan maslahah
mursalah.

Bab ketiga tentang asas contrarius actus dalam undang-undang

organisasi kemasyarakatan. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi
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peraturan perundangan tentang Ormas di Indonesia dan asas Contrarius Actus
dalam undang-undang Ormas

Bab keempat tentang analisis maslahah mursalah terhadap penerapan
asas contrarius actus dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dalam bab ini ketentuan tentang penerapan asas contrarius actus dalam
pembubaran ormas dianalisis dengan menggunakan teori maslahah mursalah.
Bab keempat ini terdiri dari dua sub bab sesuai dengan dua pokok masalah
penelitian ini, yang meliputi penerapan asas contrarius actus dalam
pembubaran organisasi kemasyarakatan dan tinjauan maslahah mursalah
terhadap asas contrarius actus dalam pembubaran  organisasi
kemasyarakatan.

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian sedankan
saran merupakan rekomendasi dari penulis kepada pihak-pihak terkait sesuai

dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka temuan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran organisasi
kemasyarakatan bukan hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan, tetapi secara prinsipil juga terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran
organisasi kemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanpa disertai dengan
penerapan asas ‘“due proses of law” dengan memangkas prosedur
peradilan yang menjadi bagian dari prosedur pembubaran Ormas dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Dari perspektif teori al-maslazah mursalan maka penerapan asas
contrarius actus dengan disertai asas due process of law untuk
membubarkan Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
lebih lebih maslakah daripada penerapan asas contrarius actus tanpa
disertai asas due process of law untuk membubarkan Ormas dalam

Perpuu Nomor 2 Tahun 2017. Pembubaran Ormas dengan prosedur

86
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peradilan memiliki landasan hukum pasti (gat i), sedangkan pembubaran
Ormas tanpa disertai proses peradilan hanya berdasar penilaian
pemerintah maka bersifat sangkaan (zanni) karena belum dibuktikan

melalui pengadilan untuk memperoleh putusan hukum tetap (qat ).

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penilitian ini maka saran yang dapat penulis

ajukan adalah sebagai berikut:

1.

Bagi pihak pemerintah, penulis sarankan agar merivisi Peraturan
Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditetapkan menjadi
undang-undang dengan mengikutsertakan lembaga peradilan dalam
pembubaran Ormas sebagai implementasi dari asas due proses of law
yang menjadi kemaslahatan dan ciri khas negara hukum.

Bagi pihak yang terkait dengan penyusunan peraturan perundangan di
Indonesia, penulis sarankan agar dalam setiap membuat peraturan
perundanagan tetap mengakomodir prinsip ‘“due process of law”
mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Bagi penelitian selanjutnya penulis sarankan untuk mengkaji Perppu
Ormas yang telah ditetapkan menjadi undang-undang ini dari perspektif
lainnya, dan/atau menggunakan konsep maslahah mursalah untuk

mengkaji peraturan perundangan lainnya.
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LAMPIRAN 1I: Pasal-Pasal dalam UU Nomer 17 Tahun 2013 yang diubah melalui Perppu

No. 2 Tahun 2017

A. Perubahan Pada: BAB | KETENTUAN UMUM, Pasal 1.

Ketentuan Pasal 1 UU Nomer 17 Tahun 2013 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

N

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang
dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomer 17 Tahun 2013

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang
dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.



4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sslagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri.

B. Perubahan Pada: BAB XVI LARANGAN, Pasal 59.
Ketentuan Pasal 59 UU Nomer 17 Tahun 2013 berbunyi:

Pasal 59
(1) Ormas dilarang:

a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang
negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;

b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama,
lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau
lembaga/badan
internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;

d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera,
atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau

e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera,
atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang
dianut di Indonesia;

c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,
atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau

e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam
bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham
yang bertentangan dengan Pancasila.



Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 59 angka 1 UU Nomer 17

Tahun 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

a.

b.

menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna,
lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

menggunalan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau
lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas;
dan/atau

menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera,
atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

a.

b.

menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk
apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /
atau

mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

a.
b.

C.

d.

melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang
dianut di Indonesia;

melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,
atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

a.

menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera,
atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau

menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila.

C. Perubahan Pada: BAB XVII SANKSI, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

1. Ketentuan Pasal 60 UU Nomer 17 Tahun 2013berbunyi:

Pasal 60

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya
menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.



(2) Pemerintah atau Pemerintan Daerah melakukan upaya persuasif sebelum
menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 17 Tahun
2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60
(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51,
dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal
59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

2. Ketentuan Pasal 61 UU Nomer 17 Tahun 2013berbunyi:

Pasal 61
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 61 UU Nomor 17 Tahun
2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6l

(1) Sanksi administratif sebegaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

a. peringatantertulis;
b. penghentian kegiatan; dan/atau
c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

3. Ketentuan Pasal 62 UU Nomer 17 Tahun 2013:



Pasal 62

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

a. peringatan tertulis kesatu;
b. peringatan tertulis kedua; dan
c. peringatan tertulis ketiga.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang
dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

(4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat
menjatuhkan peringatan tertulis kedua.

(5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 62 UU Nomor 17 Tahun
2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Peringatan tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan
hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan
peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya
melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan
hukum.



LAMPIRAN I1: Pasal-Pasal dalam UU Nomer 17 Tahun 2013 yang dihapus melalui

Perppu No. 2 Tahun 2017

Pasal 63

(1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali,
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.

(2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali,
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 64

(1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat
menjatuhkan sanksi berupa:

a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
b. penghentian sementara kegiatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 65

(1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup
nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak
memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi

penghentian sementara kegiatan.



(3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup
provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai
dengan tingkatannya.

Pasal 66

(1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.

(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah
Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

(3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 68



(1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah
menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

(2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan
setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

(3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 69

(1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3)
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 70
(1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari
menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia.



(2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera
mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi
administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti
penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan
pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.

(5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.

(6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh
para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.

(7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak
termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di
persidangan.

Pasal 71

(1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus
diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20
(dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.



Pasal 72

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 73

(1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan
upaya hukum kasasi.

(2) Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon,
termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 74

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan
pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.

(2) Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.

(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan

negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.



(4) Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada
pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.

(5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Pasal 75

(1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.

(3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada
pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
tanggal kontra memori kasasi diterima.

(4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori
kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka
waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 76

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi,

ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang

menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.



(2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian
memori kasasi.

Pasal 77

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Pasal 78

(1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera
pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak
tanggal permohonan kasasi diputus.

(2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

Pasal 79
Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 atau Pasal 52, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menjatuhkan sanksi:



a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan;
c. pembekuan izin operasional,
d. pencabutan izin operasional;
e. pembekuan izin prinsip;
f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas
berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing
bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Pasal 81

(1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus
ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus
ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang
dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 80A
Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud daLam Pasal 61 ayat (1)
huruf ¢ dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini.

Di antara BAB VII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIIA yang
berbunyi sebagai berikut

BAB XVIIA
KETENTUAN PIDANA

Di antara Pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 82A

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan
secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 59 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan
secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun.

(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam
dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
pidana.

. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 83A



Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang ini.
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